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APK Tak Berizin Akan Ditindak

m Kampanye Diharapkan Tertib dan Kreatif

Kalau memang
atribut itu tidak
memenuhi prose-
dur izin, tentu saja
kami tertibkan.

Yudho Bangun P.
Kasi Dalops Satpol PP Kota Yogya

AUIIIK, Kdld AGINGA 01 Ka-
wasan Grogol, Jakarta Barat
baru-baru ini.

Menurut Adinda, ini me-

YOGYA, TRIBUN - Komisi Pemi-

lihan Umum (KPU) telah mene-
tapkan masa kampanye Pemilu
2024 pada 28 November 2023-
10 Februari 2024 mendatang.
Namun sejauh ini, beragam Alat
Peraga Kampanye (APK), baik itu
bendera, spanduk, rontek, hing-

ga reklame, mulai marak dijum- Selama belum memasuki masa kam-
pai di sudut-sudut Kota Yogya- panye, maka APK yang dipasang diang-
Kkarta. gap sebagai reklame bisa.

Menyikapi hal tersebut, Satpol Artinya, pemasangannya harus meme-
PP Kota Yogyakarta pun mewanti- nuhi prosedur perizinan yang ditetapkan
wanti agar para peserta Pemilu pemkot.

Jika diketahui
® kehalaman 11

bahwa ini menjadi hal ber- Mice (& APK tak berizin, 1}
beda dari film kebanyakan. Komil maka Satpol PP

“Sebetulnya ini adalah ba-  Pertam¢ akan melakukan
gian dari ekosistem yang pustake penembanv

Ain Un

Bawaslu memin-

ta papol, bacaleg,

menahan diri

untuk tidak

berkampanye

sebelum waktunya.

Masa kampanye Pemilu 2024
ditetapkan mulai 28 November

2023-10 Februari 2024
Warga Kota Yogya-
karta berharap par

pol dan caleg lebih
kreatif lagi dalam ber-
kampanye.
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APK Tak

® Sambungan Hal1

2024 tetap memperhatikan
prosedur perizinan selaras
dengan aturan. Bagaima-
napun, upaya penertiban

sendiri sampai sejauh ini
juga belum melahirkan
satu produk hukum yang
mengatur soal pemasang-
an APK dj ruang-ruang
publik. “Jadi, wewenarig-
nya itu masih menggu-
nakan Perda Reklame di

akan tetap k
karena saat ini belum ma-
suk masa kampanye yang
ditetapkan oleh Komisi Pe-
milihan Umum (KPU).

“Sementara karena be-
lum masa kampanye, itu
kami anggap reklame bia-
sa. Kalau memang atribut
itu tidak memenuhi prose-
dur izin, tentu saja kami
tertibkan,” jelas Kepala
Seksi Pengendalian Opera-
sional Satpol PP Kota Yog-
yakarta, Yudho Bangun
Pamungkas.

Ia pun tidak memung-
kiri, saat ini sudah cukup
bertebaran atribut berbau
politik di sudut-sudut Kota
Pelajar, terutama selama
momentum Ramadan dan
Hulfitri silam. Menurut-
nya, perlakuan terhadap
APK yang terpasang di
ruang-ruang publik akan
berbeda ketika nanti su-
dah masuk masa kam-
panye. “Tentu saja, nanti
kalau sudah masa kam-
panye, perlakuannya pasti
berbeda, karena itu seba-
gai salah satu sarana kam-
panye,” urai Yudho.

i lemah

Sementara, Komisioner
Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kota Yogyakarta,
Noor Harsya Aryo Samudro
mengatakan, pihaknya ti-
dak menutup mata terha-
dap hal tersebut. Bahkan,
sejak kisaran Maret silam
kajian hukum terkait ma-
raknya berbagai bentuk

APK di wilayah Kota Yog- -

yakarta sudah digagas oleh
tim. “Tapi, di sini ada ke-
lemahan regulasi, di mana
PKPU (Peraturan KPU) dan
pengawasan tahapan kam-
panye belum ada,” jelas-
nya.

Sehingga, fenomena ter-
sebut belum menjadi objek
APK, karena belum ada
payung hukum PKPU ta-
hapan kampanye, maupun
Peraturan Bawaslu (Perba-
waslu) terkait pengawasan
kampanye. Sementara dari
pihak Pemkot Yogyakarta

mana p k hukum-,

nya ada di Satpol PP ber-
koordinasi dengan Polri,”
ujarnya.

kami siap kalau nanti ada
aturan-aturan seperti itu,”
katanya.

Pria yang akrab disapa
Inung itu menyadari, de-
ngan ‘status sebagai Kota
Budaya dan Kota Pglajar,
Yogya.seringkali menda-
pat sorotan ketika sampah
visual bertebaran tanpa
kontrol di ruang publik.
Sehingga, ia berharap, ada

Namun, bag 1
juga, Harsya meminta
pada seluruh peserta Pemi-
Iu 2024, baik itu bacaleg,
hingga partai politik yang
mengusungnya agar lebih
menahan diri. Sebab, KPU
sudah menetapkan masa
kampanye, sehingga diha-
rapkan semua pihak bisa
tertib dan tidak ‘curi start’
kampanye di ruang publik.

“Lagipula sekarang ca-
legnya belum ada, tahapan
kampanye belum ada, tapi
peserta pemilu dan bakal
calon sudah melakukan
sosialisasi secara masif
melalui bendera dan APK
lainnya,” urainya. “Belum
lagi sosialisasi capres yang
sudah sedemikifin ma-
sif dan terstruktur. Kami
selalu memantau itu, ya,
bersama F seti-

pada
parpol, agar peserta pemi-
lu tidak serta merta men-
jadi bagian dari penghasil
sampah visual tersebut.
“Gelar satu diskusi yang

" menghadirkan ahli tata

kota, agar kami mendapat
masukan untuk meng-
hindari sampah visual di
ruang-ruang publik,” urai
Inung. “Lebih-lebih jelang
Pemilu seperti ini. Kami
perlu mendengar banyak
masukan dan kritik, agar
parpol tidak jadi penyum-
bang sampah visual,” tam-
bahnya.

Melalui pola komunikasi
yang lebih baik, ia berha-
rap parpol dapat dijadi-
kan sebagai subjek dalam
penyelenggaraan pemilu,
di mana segala hal saling

idi; ikan bersama. Se-

ap ada dari Balon A, atau
Balon B di Kota Yogya,”
kata Harsya.
, Komitmen parpol
Partai politik (parpol)
peserta Pemilu 2024 di
Kota Yogyakarta ‘mene-
gaskan kesiapannya un-
tuk menjaga estetika da-
lam pemasangan APK.
Sehingga, momentum
kampanye nanti tidak

sebatas jadi ajang perke-,.

nalan diri, yang berujung
timbulnya sampah visual
di ruang publik.

Ketua DPD PAN Kota

Yogyakarta, Arif Noor Har-
tanto berharap, Pemkot
Yogyakarta dan penye-
lenggara Pemilu, baik itu
KPU dan Bawaslu bisa
menginisiasi sebuah pola
komunikasi yang lebih
baik dengan parpol. Ter-
masuk di dalamnya soal
sosialisasi yang masif me-
ngenai pemasangan APK
di ruang-ruang publik di
wilayah Kota Yogyakarta.
“Misalnya, mau dikemas
seperti apa, dari sisi es-
tetika diatur bagaimana,

hingga, ‘asah asih asuh’
dalam pengawasan dan
penindakan alat peraga
kampanye pun bisa lebih
dikedepankan. “Perlu diko-
ordinasikan juga, ya, sebe-
lum dilakukan penindakan
oleh Satpol PP, berdasar
laporan Bawaslu. Prinsip-
nya, ketika ada pelang-
garan, tolong diberikan
kesempatan untuk menye-
suaikan,” urainya.
Pasalnya, terbuka ke-
mungkinan juga, ada ka-
der atau bacaleg yang
belum memahami secara
utuh mengenai lokasi-
lokasi terlarang untuk atri-
but politik, baik itu di luar
atau saat masa kampanye.
Alhasil, ia pun berharap
aturan-aturan mendasar
seperti itu bisa disosialisa-
sikan lebih masif ke depan.
“Nanti, kan, rujukanya
pada perwal. Misalnya, ada
kawasan tertentu yang di-
larang ada pemasangan at-
ribut politik. Berarti, kalau
di situ terpasang, pemkot
punya kewenangan untuk
menindak,” katanya. “Nah,

itu bisa disosialisasikan
lebih mendalam. Itu akan
jauh lebih bagus, dalam
konteks menjadikan parpol
sebagai subjek,” pungkas
Inung.

warga

Seorang warga Yogya-
karta, Dyan Parwanto me-
ngatakan,, sejatinya dia
tidak keberatan dengan
pemasangan APK sebagai
bagian dari sosialisasi. Ha-
nya safa, ia berharap para
peserta pemilu dapat lebih
memperhatikan estetika,
supaya APK yang dipasang
bisa lebih nyaman dilihat.
“Jadi, jangan asal dipa-
sang. Apalagi ini di ruang-
ruang publik. Kalau pema-
sangannya semrawut, kan,
kesannya malah meng-
ganggu,” tuturnya.

Di samping itu, Dyan
pun berharap agar kon-
ten-konten yang dihadir-
kan peserta pémilu, entah
bacaleg atau parpol peng-
usungnya, bisa semakin

" menarik. Jika hal tersebut

bisa terealisasi, di mana
konten-kontennya dapat
diterima khalayak luas,
dirinya meyakini simpati
dari publik bakal semakin
diperoleh. “Ya, kalau muat-
an yang disampaikan me-
lalui APK itu menarik, oto-
matis publik pasti melirik.
Bukannya malah buang
muka, karena bosan, ya,”
ungkapnya. .

Warga Yogyakarta lain-
nya, Hari Atmaja, menyo-
roti soal APK yang selama
ini pemasangannya masih
kurang memperhatikan
aspek keselamatan. Benar
saja, beberapa bendera
parpol yang dipasang de-
ngan bambu tinggi di ping-
gir.jalan, seringkali rubuh
saat diterpa hujan atau
angin kencang.

“Dampaknya, kan,
membahayakan penggu-
na jalan. Hasilnya, bukan
simpati yang didapat, tapi
rakyat jadi antipati sama
partai politik itu,” terang
Hari. “Belum lagi yang di-
pasang di pehon, dipaku
di pohon-pohon perindang
di pinggiran jalan. Itu me-
nunjukkan mereka tidak
peduli lingkungan. Harap-
an kami parpol-parpol bisa
lebih kreatif,” tambahnya.
(aka)
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